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ABSTRAK 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah 

yang menjadi dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan 

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah? 2) 

Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah  Terhadap dasar pertimbangan 

mahkamah agung membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 

Tentang Seragam Sekolah? Adapun peneliian ini bertujuan unuk 

memecahkan polemik pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat 

dampak pasca-peristiwa penggunaan hijab bagi siswa non-Muslim di 

lingkungan SMKN 2 Padang. Langkah cepat yang dilakukan tiga 

menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito 

Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam 

sekolah dan atribut bagi guru dan siswa. Dalam salinan SKB 

disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di 

lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian 

seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan 

kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan yang diselenggarakan merupakan wujud konkret komitmen 

pemerintah dalam menegakkan “Bhineka Tunggal Ika”, membangun 

karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik 

pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research), Jenis penelitian kepustakaan kualitatif yaitu 

“Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) 

yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, 

jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan 

buku-buku sebagai sumber datanya. 

Hasil Penelitian menunjukan  bahwa dikabulkannya 

pembatalan yang diajukan oleh pemohon langkah mahkamah agung 

membatalkan peraturan tersebut sudah benar karena untuk menjaga 

tidak terjadinya permasalahan baru didalam dunia pendidikan contoh 

masalah yang akan terjadi apabila tidak dibatalkan nya peraturan 

penggunaan atribut seragam keagamaan adalah terjadinya diskriminasi 

terhadap siswa yang berbada agamanya memaksa siswa yang bukan 

agama tersebut menggunakan seragam keagamaan lainnya sehingga 

siswa diambil hak nya dalam menggunakan keagamaannya sendiri dan 

dari adanya permohonan pembatalan peraturan pengggunaan atribut 

keagamaan akhirnya mahkamah agung. Dalam pandangan Fiqh 



iii 

 

 

Siyasah Dusturiyah  dibatalkannya SKB 3 Menteri sudah sesuai 

dengan konsep Kemaslahatan, karena objek permohonan keberatan 

hak uji materil yang telah memberi kebebasan untuk memilih seragam 

dan atribut di sekolah justru akan menimbulkan masalah baru, bahkan 

dapat terjadi hilangnya atau tidak dipatuhinya norma keagamaan, 

kesusilaan, dan kesopanan, khususnya bagi peserta didik yang 

umurnya masih belia dan masih mudah terpengaruh dengan budaya-

budaya di luar Indonesia yang tidak cocok dengan budaya setempat 

demikian secara tidak langsung menjadi awal pemaksaan pakaian 

atribut seragam yang sebagaimana seragam ke agamaan tidak sama 

dengan agama peserta didik nya sendiri.  

 

Kata kunci: Seragam, Peraturan Menteri, Fiqh Siyasah 
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MOTTO 

 

لبَْحْرِ 
 
ِ وَٱ لبَّْ

 
هُمْ فِِ ٱ لنَْ َٰ مْناَ بنَِِ ءَادَمَ وَحَََ تِ وَلقََدْ كَرَّ بَ َٰ يِّ لطَّ

 
نَ ٱ هُم مِّ وَرَزَقْنَ َٰ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلًا ﴿ مَّ هُمْ علَََٰ كَثِيٍر مِّ لنَْ َٰ  ٠٧وَفضََّ

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 

 (Q.S. Al-Isra : 70) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul  

 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan 

dari kata-kata yang terkandung pada judul. Adapun judul 

proposal ini yaitu “ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 

TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 

P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT 

KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG 

SERAGAM SEKOLAH” kata-kata yang perlu dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai,  membedakan,  memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria 

tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan 

maknanya.
1
 

2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.
2
 

3. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat 

negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan 

untuk mengakhiri atau menyelesaikn suatu perkara atau 

sengketa para pihak yang berkepentingan.
3
 

4. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021,  

Nomor 025-199 dan Nomor 219 tahun 2021 adalah 

Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam 

dan Atribut bagi Peserta Didik,  Pendidik,  dan Tenaga 

                                                      
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 189. 
2M. Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Kencana, 2016), 15.  
3Pasal 189 R.Bg Dan Pasal 60 A Penjelasan UNDANG-UNDANG-PA, n.d. 
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Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan 

Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret 

komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka 

Tunggal Ika”,  membangun karakter tolerasi di masyarakat 

dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan 

yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.
4
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Analisis 

Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan 

Bersama 3 Menteri Tentang Seragam” adalah suatu kajian 

tentang pembatalan surat keputusan bersama 3 menteri tentang 

seragam sekolah  berdasarkan putusan Mahkamah Agung ditinjau 

dari hukum Islam. 

 

B. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

 untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  

pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian 

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis 

untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. 

Secara sederhana,  pengertian pendidikan adalah proses 

pembelajaran bagi  peserta didik untuk dapat mengerti,  paham,  

dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Kata 

pendidikan dalam bahasa inggris disebut dengan education,  

dalam bahasa latin pendidikan disebut dengan educatum yang 

tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti 

sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit 

                                                      
4Andi Samsan Nganro, Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-

Sekolah, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022, n.d., 

https://doi.org/https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-

lengkap-Surat Keputusan Bersama-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan. 
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banyak,  sedangkan Duco berarti perkembangan atau sedang 

berkembang.
5
 

Setiap sekolah tentunya sudah memiliki peraturan 

mengenai pemakaian pakaian seragam di sekolah tersebut. Setiap 

peraturan pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan generasi 

penerus yang berdisiplin dan berprestasi. Sikap displin atau 

kedisiplinan seseorang terutama pada siswa tentunya berbeda- 

beda. Siswa ada yang memiliki kedisiplinan tinggi dan sebaliknya 

ada juga yang mempunyai kedisiplinan rendah. Tinggi rendahnya 

kedisiplinan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,  

baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Faktor-faktor 

tersebutlah yang harus dicari tahu lalu kemudian dicari solusi 

yang terbaik karena dari faktor-faktor tersebut bisa saja menjadi 

penyebab siswa tersebut melakukan pelanggaran disiplin.
6
 

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim dengan 

mayoritas agama muslim hal tersebut membuat para penganutnya 

mengharuskan dirinya menggunakan busana muslim dikarenakan 

dalam Islam diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki untuk 

menutup auratnya. Sebagai wanita muslim tentu harus 

memperhatikan cara berpakaian yang berkaitan dengan nilai 

agama. Salah satu hal yang sering menjadi pusat perhatian adalah 

cara mengenakan jilbab. Hal ini berpengaruh dengan semakin 

banyak wanita muslim yang menggunakan jilbab.
2
 

Pada saat ini penggunaan busana muslim bagi setiap 

umat muslim sudah menjadi menjadi suatu kebutuhan baik untuk 

estetika dan juga di jaman ini juga sudah menjadi fesyen,  Tren 

busana muslim di Indonesia berkembang secara dinamis. Setiap 

hari,  trend busana muslim makin menyentuh masyarakat di tanah 

air. Trend busana muslim makin terlihat semarak dan fleksibel 

dalam penggunaannya. Tidak hanya dipakai saat hari-hari tertentu 

seperti bulan ramadhan dan hari raya lebaran saja,  namun juga 

sudah merambah ke dunia pendidikan.
3
 

Busana muslim pun juga pada saat ini sudah merambah 

                                                      
5 M. Arifin, HAM Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4. 
4Majda El -Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, 

Dan Budaya (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 31. 
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ke dunia pendidikan tidak hanya dipakai di lingkungan pondok 

pesantren madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Namun,  

sudah merambah mulai dari sekolah dasar sampai ke sekolah 

menengah banyak siswa dan siswi juga yang senang menggunakan 

busana muslim,  dan pada saat ini pemakaian busana muslim 

tidak hanya dipakai untuk beribadah. Dipergunakan juga untuk 

aktivitas sehari-hari. Karena banyaknya masyarakat Indonesia 

yang senang menggunakan busana muslim busana muslim sudah 

menjadi tren yang sangat membuming,  tren busana muslim di 

Indonesia disebut kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir 

dan semakin menjadi bisnis yang menjanjikan. 

Polemik pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat 

merupakan dampak pasca-peristiwa penggunaan hijab bagi siswa 

non-Muslim di lingkungan SMKN 2 Padang. Langkah cepat yang 

dilakukan tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim,  

Mendagri Tito Karnavian,  dan Menag Yaqut Cholil Qoumas 

menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang 

penggunaan seragam sekolah dan atribut bagi guru dan siswa. 

Dalam salinan Surat Keputusan Bersama disebutkan peserta 

didik,  pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah 

berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut 

tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang 

diselenggarakan merupakan wujud konkret komitmen pemerintah 

dalam menegakkan “Bhineka Tunggal Ika”,  membangun 

karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-

praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat 

kebangsaan tersebut.
7
 

Persoalan berpakaian muslim dan muslimat bagi siswa 

dan guru tersebut seharusnya didasarkan atas alasan-alasan atau 

pertimbangan hukum yang bersifat pluralisme (menerima 

perbedaan dan netral). Hal tersebut merupakan fakta dan fitrah 

yang tidak bisa dihindari bahwa warga negara Indonesia memiliki 

keberagaman agama,  yang mana agama yang diakui di Indonesia 

                                                      
7  Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, Diakses Pada 

Tanggal 18 April 2021. 
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ialah agama Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan 

Khong Cu (Confusius). Oleh karenanya negara harus dikelola 

secara demokratis dan penuh toleransi,  tidak membuat 

kelompok-kelompok karena perbedaan agama dan lainnya dalam 

satu bangsa,  sehingga terciptalah peraturan daerah yang dapat 

mengakomodir semua nilai- nilai agama di Indonesia dengan 

mengedepankan prinsip keadilan dan jaminan atas kebersamaan 

kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum.
8
 

Sementara dalam perspektif syariat Islam keyakinan akan 

perbedaan yang telah di ciptakan Tuhan (Allah),  seharusnya 

dapat menumbuhkan kesadaran untuk menghargai orang lain 

yang berbeda dengan kita (perbedaan agama dan keyakinan),  

sebagai fakta dan fitrah yang tidak bisa dihidari. Al-Qur‟an 

surat Yunus ayat 99,  Allah SWT berfirman: 

يْعًاۗ اَفاََهتَْ تُكْرِهُ امنَّاسَ حَتّّى  ُّكَ لََمَٰنَ مَنْ فِِ الََْرْضِ كُُُّيُمْ جََِ وَموَْ شَاۤءَ رَب

 (99: 01يكَُوْهوُْا مُؤْمِنِيَْْ ) يووس/

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki,  tentulah beriman 

semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang 

yang beriman semuanya?”(Qs. Yunus [10] : 99) 

 

Kemudian,  dalam Surat An-Nahl ayat 93,  Allah SWT 

berfirman: 

َّشَاۤءُۗ  َّشَاۤءُ وَيََْدِيْ مَنْ ي ُّضِلُّ مَنْ ي مىكِنْ ي احِدَةً وَّ ةً وَّ ُ مجََعَلكَُُْ اُمَّ وَموَْ شَاۤءَ الّلّى

 (99: 01وَمتَسُْـَٔلنَُّ عَََّا لُنْتُُْ ثعَْمَلوُْنَ ) امنحل/

“Dan kalau Allah menghendaki,  niscaya Dia 

menjadikan kamu satu umat (saja),  tetapi Allah menyesatkan 

siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan 

                                                      
8 Mahfud MD, Penguatan Modellrasi Islam Dalam Konteks Berbangsa Dan 

Bernegara (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 21–22. 



  

 

  

6 

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.(Qs. An-Nahl 

[16] : 93) 

Fakta sejarah peradaban Islam juga menceritakan 

jejak diplomasi Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin 

Quraisy,  bahwa Rasulullah SAW pernah mencoret tujuh kata 

dalam perjanjian Hudaibiyah pada bulan Maret 628 M atau 

Dzulqaidah 6 H. Dicerikan dalam kitab Hayatus Shahabat,  

Rasulullah mencoret redaksi pembukaan perjanjian 

Hudaibiyah yang mencantumkan tulisan 

“bismillahirrahmanirahim” (atas nama Allah yang maha 

rahman lagi maha rahim). Perwakilan musyrikin Quraisy 

Suhail bin amr menolak tulisan “bismillahirrahmanirahim” 

maka Rasulullah mengubahnya menjadi bismika allahumma 

(dengan nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami). Akan tetapi tetap 

saja perwakilan musyrikin Quraisy menolak,  maka 

Rasulullah menyambung dengan redaksi yang lebih netral 

(plural) “tulis lagi,  hadza ma qadla  „alaih muhmmmad 

rasulullah (inilah ketetapan Muhammad rasulullah).
9
 

Sejalan dengan permasalahan di atas,  khazanah Islam 

yang begitu kaya dengan tradisi pemikirannya tidak bisa 

ditinggalkan begitu saja ketika berbicara masalah 

ketatanegaraan dan perundang-undangan. Walaupun Al-

Qur‟an atau hadits hanya menyiratkan tata nilai (prinsip-

prinsip) dan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana 

kehidupan bernegara secara Islami secara kaffah. Dengan 

perkembangan ketanegaraan atau konstitusi Indonesia saat 

ini,  perlu kiranya kajian hukum Islam salah satunya terkait 

maqashid syari‟ah nya,  yang menjadi bagian kerangka yang 

melandasi pembentukan suatu peraturan. 

Fiqh siyasah merupakan bagian dari pada kajian 

hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari 

adanya perintah dan larangan hukum Islam. Sehingga akal 

manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu 

                                                      
9 Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ilyas Kandihlawi Al-Dihlawi, Hidatus 

Sahabah (Beiriut: Darul Kutub Ilmiyah, 2004), 124. 
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melalui Al-Qur‟an dan Sunnah,  tetapi juga dapat memahami 

nilai-nilai maslahat dari sebuah kebijakan/peraturan 

perundangan (peraturan daerah). Menjadikan manusia 

terlindungi dari kemafsadatan baik yang akan merugikan diri 

sendiri,  lingkungan,  maupun dalam berbangsa dan bernegara 

dari keburukan di dunia dan akhirat.
10

 

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran di 

atas,  peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian,  

untuk meneliti muncul nya surat keputusan bersama tiga 

menteri nomor 02/KB/2021, nomor 025-199 tahun 2021 dan 

nomor 219 tahun 2021,  menjadi sebuah hal baru tentang 

penggunaan busana muslim di lingkungan sekolah kepada 

peserta didik dan pendidik sebab penggunaan seragam sekolah 

tentunya telah berkembang dari masa ke masa,  dimana setiap 

siswa yang pada dasarnya mempunyai hak untuk ber ekpresi 

dan menggunakan seragam ataupun hal lainnya. undang-

undang dasar 1945 dala pasal 28 telah menjelaskan hak setiap 

manusia dan tanggung jawab negara hal ini sebagai sebuah 

landasan yang jelas mengenai hak setiap orang dalam 

penggunaan seragam sekolah. 

Dengan demikian peneliti memberikan judul terhadap 

penelitian ini sebagai berikut: Analisis Fiqh siyasah Terhadap 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang 

Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang 

Seragam Sekolah ” 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus penelitian adalah Analisis Fiqh siyasah Terhadap 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang 

Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang 

Seragam. 

2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Peraturan 

di Indonesia. 

                                                      
10 Siska Lis Sulistinani, “Analisis Maqoshid Syariah Dalam Pengembangan 

Hukum Industri Halal Di Indonesia,” Jurnal Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2018): 29. 
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D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di  atas,  dapat ditarik 

rumusan masalah dalam penelitian,  sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi pertimbangan mahkamah agung 

dalam membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 

Tentang Seragam Sekolah? 

2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah  Terhadap 

dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan 

masalah diatas,  penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Pertimbangan mahkamah agung dalam membatalkan Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah; 

2. Untuk mengetahuai analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah  

Terhadap dasar pertimbangan mahkamah agung membatalkan 

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam 

Sekolah; 

 

F. Signifikansi atau Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan 

di setiap perguruan tinggi,  khususnya yang mengkaji 

tentang surat keputusan bersama menteri,  dan berkaitan 

dengan hukum tata negara. 

b. Dalam akademisi,  penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang 

memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis 

sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang 

bagaimana isi dan dasar pertimbangan pembatalan dari 

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021,  
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Nomor 025-199 dan Nomor 219 tahun 2021 mengenai 

penggunaan seragam sekolah dalam kajian Fiqh siyasah. 

2. Kegunaan Praktris 

a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 

b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan 

permasalahan yang muncul secara lebih kritis. 

c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap 

mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil  penelitian 

yang sudah di lakukan oleh para penelitian terdahulu ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peniliti teliti ini 

sebagai berikut : 

1. Hasil peneliti dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh,  Esa 

Mariyani yang berjudul “Perda Keagamaan dalam 

Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Solok Sumatera Barat” 

Skrispsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Meneliti tentang latar 

belakang Pemerintah Kota Solok membuat atau menerapkan 

sejumlah Perda-Perda keagamaan. Dari penelitiannya 

diperoleh hasil bahwa salah satu hal yang melatar belakangi 

lahirnya perda keagamaan adalah karena tingginya angka 

kriminalitas,  dimana salah satu pemicunya adalah maraknya 

perbuatan maksiat seprti perzinahan,  asusila,  pronoaksi,  

minum-minuman keras dan lain sebagainya dikalangan 

masyarakat Kota Solok. Jadi alasan normatif keagamaan 

sebetulnya bukanlah sebab utama dari lahirnya perda-perda 

ini.
11

 

                                                      
11 Esa Mariyani, “Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Kota Solok Sumatera Barat” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 28. 
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2. Hasil peneliti dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh,  

Septian Rizki Yudha yang berjudul “Implementasi 

Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2005 di 

Kabupaten Pesisir Selatan” Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah IAIN Batusangkar Tahun 2016. Meneliti tentang 

pelaksanaan yang terjadi dalam peraturan daerah di 

Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam dan 

undang-undangan 1945. Dari hasil penelitiannya diperoleh 

hasil bahwa peraturan daerah tentang berpakaian muslim dan 

muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata 

bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 

melanggar Hak Asasi Manusia karena Perda tersebut tidak 

sesuai dengan undang-undang yang ada. Perda tersebut 

seharusnya tidak bisa diterapkan karena yang mengenai 

urusan agama adalah pemerintahan pusat karena sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
12

 

3. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Titis 

Setiadi Trisnawan "Pendidikan Karakter Disiplin Melalui 

Pakaian Seragam Di Sekolah Dasar",  Skripsi,  Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Keguruan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto,  Purwokerto, 2017. Dalam penelitian ini 

mengemukakan tentang pendidikan karakter kedisiplinan 

untuk peserta didik sekolah dasar dalam berpakaian seragam 

di lingkungan sekolah dasar. Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara jelas aturan-aturan berpakaian atribut 

sekolah dalam kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah. 

Pada skripsi ini penulis menjelaskan tentang peraturan yang 

diatur oleh surat keputusan bersama tiga menteri tentang 

                                                      
12 Septian Rizki Yudha, “Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah 

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2005 Di 

Kabupaten Pesisir Selatan” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN 

Batusangkar, 2016), 30. 
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penggunaan pakaian dan atribut bagi peserta didik,  pendidik 

dan tenaga kependidikan di lingkungan dasar menengah.
13

 

4. Hasil peneliti dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh 

Raifal lando berjudul, "Pendidikan Karakter disiplin melalui 

pakain seragam Sekolah di SDN 2 PSR",  Jurnal ini meneliti 

bagaimana para sisiwa/siswi mematuhi pemakaian seragam 

sebagai salah satu tindakan untuk membentuk karakter 

siswa/siswi. Selain itu,  peneliti juga mengevalusi metode 

penerapan yang digunakan oleh sekolah agar para 

siswa/siswi dapat dengan baik mentaati peraturan tersebut.
14

 

5. Hasil peneliti dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh 

Muhammad Putro Joko Wasono berjudul "Peningkatan 

Disiplin Berseragam Siswa Melalui Bimbingan Kelompok". 

Jurnal ini menuliskan mengenai peningkatan kedisiplinan 

beragam melalui bimbingan pelayanan kelompok pada 

siswa. Selain itu pada proses bimbingan ini untuk 

mengetahui karateristik individu siswa yang nantinya akan 

dikembankan menjadi muatan belajar pendidikan karakter 

siswa.
15

 

6. Hasil peneliti dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh 

Theresia Octastefani berjudul "Ambivalensi Dakwah dan 

Intoleransi dalam Institusi Publik: Analisis Surat Keputusan 

Bersama Tiga Menteri Perihal Atribut Pendidikan". Jurnal 

ini menuliskan entang waktu antara munculnya kasus hingga 

terbitnya Surat Keputusan Bersama tergolong sangat cepat 

yakni kurang dari dua pekan. Surat Keputusan Bersama 

tersebut menuai pro kontra dimana di satu sisi sebagian 

pihak beranggapan bahwa ini adalah upaya sekularsisasi 

pendidikan,  sementara di sisi lain sebagian pihak 

berpandangan bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut 

sangat tepat karena Indonesia telah darurat intoleransi. 

                                                      
13 Titis Setiadi Trisnawan, “Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakaian 

Seragam Di Sekolah Dasar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2017), 28. 
14 Raifal lando, “Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakain Seragam 

Sekolah Di SDN 2 PSR” Vol. 1  No. 2 (2020): 11. 
15 Muhammad Putro Joko Wasono, “Peningkatan Disiplin Berseragam 

Siswa Melalui Bimbingan Kelompok” Vol. 3  No. 1 (2021): 9–19. 
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Namun demikian,  terlepas dari pro dan kontra,  terbitnya 

Surat Keputusan Bersama tersebut efektif untuk menjamin 

kemerdekaan beragama seluruh insan pendidikan serta 

mencegah terjadinya ambivalensi dariniat berdakwah yang 

justru terdi storsi menjadi intoleransi.
16

 

Dari ke enam karya ilmiah tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan  penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi 

persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk 

pada penerapan peraturan syariah dalam hukum tata negara. 

Sedangkan perbedaanya bertolak dari persamaan dan 

perbedaan tersebut diatas maka kaitan dengan fokus masalah 

yang akan penulis lakukan peneliti secara objek kajian pada 

dasarnya sama saja yang menjadi perbedaanya,  dan 

permasalahannya juga berbeda. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian 

merupakan hal yang sangat esensial,  sebab dengan adanya 

metode dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian penulis 

mengemukakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk  

penelitian kepustakaan (library research),  Jenis 

penelitian kepustakaan kualitatif yaitu “Penelitian yang 

dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang 

disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku 

catatan,  jurnal yang relevan dengan kajian,  atau 

penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber 

datanya”.
17

 

                                                      
16 Theresia Octastefani, “Ambivalensi Dakwah Dan Intoleransi Dalam 

Institusi Publik: Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Perihal Atribut 

Pendidikan” Vol. 21 No. 1 (2021): 16–32. 
17Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M, 2015), 10.  
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b. Pendekatan Penelitian 

Dalam menyelesaikan masalah yang diteliti disini,  

metode pendekatan yang digunakan adalah metode 

pendekatan Normative,  dimana fokus penelitian menitik 

beratkan pada kajian isi putusan Mahkamah Konstitusi 

dan bagaimana putusan tersebut terealisasikan.
18

 

 

2. Data dan Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 

a. Sumber data primer merupakan semua aturan tertulis yang 

ditegakkan oleh negara,  semua itu bisa ditemukan dalam 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,  

undang-undang yang ditetapkan parlemen,  keputusan dan 

peraturan eksekutif,  dan putusan hukum agen-agen 

administrasi.
19

 Di antara sumber bahan hukum primer 

yang akan penulis pakai adalah sebagaimana berikut ini: 

1) Undang-Undang Dasar 1945,  yakni Pasal 29 (2) 

tentang beribadat sebagaimana yang ia yakini. 

2) Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 

02/KB/2021,  Nomor 025-199 dan Nomor 219 tahun 

2021 mengenai penggunaan seragam sekolah beserta 

atribut bagi guru dan siswa. 

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 

Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 

Menteri Tentang Seragam Sekolah 

b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang 

menjelaskan sumber data primer,  yaitu menelusuri bahan-

bahan pustaka terhadap  hukum Islam dan mengenai Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri yang mendukung tema 

pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan,  

                                                      
18Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 

1990), 139. 
19I Made Pasek Diantha, Metodologi Penulisan Hukum Normatif (Jakarta: 

Kencana, 2017), 156. 
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namun terdapat kesamaan tema yang dikembangkan. 

c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang 

menjelaskan sumber data primer dan sekunder,   seperti  

Al-Quran Hadis,  kamus bahasa Indonesia,  Kamus 

Bahasa Arab-Indonesia,  Kamus Bahasa Indonesia-Arab,  

ensiklopedia Islam,  bibliografi,  dan indeks. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Karena fokus penelitian utama disini bersifat 

kepustakaan (library research),  maka menggunakan 

pengumpulan data secara dokumentasi,  dengan cara 

menelusuri buku-buku atau karya-karya ilmiah yang 

berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-

literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer,  

sekunder,  dan tersier. 

 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif,  

yang dimaksud dengan metode deduktif adalah cara berfikir 

yang berpangkalan dari kaedah - kaedah yang bersifat umum 

kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang 

bersifat khusus.20  

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang 

Penegasan Judul,  Latar Belakang Masalah,  Fokus dan sub-sub 

Penelitian,  Rumusan Masalah,  Tujuan Penelitian,  Manfaat 

Penelitian,  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan,  Metode 

Penelitian,  Sistematika Pembahasan. 

                                                      
20Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na‟im: Epistemologi Hukum Islam, 

Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 18. 
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BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini memuat 

tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan 

tema skripsi. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab 

III memaparkan Kewenangan Pemerintah tentang Busana dan 

Pendidikan,  serta menjawab rumusan masalah yaiti dasar 

perimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 

Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang 

Seragam Sekolah. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini memuat 

analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan 

rumusan masalah. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan,  

saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil 

analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh siyasah 

1. Pengertian Fiqh siyasah 

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau 

kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata,  yakni fiqh dan 

siyasah. Secara etimologis,  fiqh merupakan bentuk mashdar 

dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti 

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). 

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer 

didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum 

syara yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-

dalilnya yang rinci.
21 

Adapun siyasah berasal dari kata saasa-yasuusu-

siyaasah,  yang berarti mengatur,  mengendalikan,  mengurus,  

atau membuat keputusan. Secara terminologis,  sebagaimana 

dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi,  siyasah adalah 

pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara‟.
 

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalm Ibnaqil 

menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang 

membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 

jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak 

menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".
22 

Berdasarkan pengertian di atas,  dapat ditarik 

kesimpulan bahwa,  fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam 

yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 

negara pada khususnya,  berupa penetapan hukum,  peraturan,  

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan 

atau sejalan dengan ajaran Islam,  guna mewujudkan 

                                                      
21Wahbah Al-Zuhaylî, Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu, Cet. Ke-X (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), 18. 
22 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2017), 28. 
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kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara yang dijalaninya. 
 

2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang 

membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi 

empat bidang,  dan lain-lain. Namun,  perbedaan ini tidaklah 

terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi,  seperti yang 

dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu Al-

Ahkam Al- Sulthaniyyah,  maka dapat diambil kesimpulan 

ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
23

 

a. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundangan-

undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan 

Moneter) 

c. Siyasah Qadla‟iyyah (Tentang Kebijaksanaan Peradilan) 

d. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan) 

e. Siyasah„Idariyyah Tentang Kebijaksanaan Administrasi 

Negara) 

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah,  dalam kitabnya 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
24

 

a. Siyasah Qadla‟iyyah(Peradilan) 

b. Siyasah „Idariyyah (Administrasi Negara) 

c. Siyasah Maliyah (Keuangan atauEkonomi) 

d. Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Luar 

Negeri) 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh 

siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang 

                                                      
23Al-Mawardi, Al-Ahkam As Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, Politik Dan 

Negara Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), 19. 
24Ibnu Taymiyah, Al-Siyasah Al-Syar‟iyah Fi Ishlah Al-Ra‟I Wa Al-Ra‟iyah 

(Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, n.d.), 4. 
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dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-

pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan 

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
25

Dan Abdul 

Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian 

saja,  yaitu:
26

 

a. Siyasah Qadla‟iyyah (Kebijaksanaan Peradilan) 

b. Siyasah Dauliyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar 

Negeri) 

c. Siyasah Maliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi atau 

KeuanganNegara) 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia,  Hasby 

Ashiddieqy,  menyatakan bahwa objek kajian Fiqh siyasah 

berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan 

administrasinya,  dengan mengingat persesuaian administrasi 

ini dengan jiwa syari‟ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang 

khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-

nash yang merupakan syari‟ah aman yang tetap.
27

 Hasby 

membagi ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi delapan 

bidangyaitu:
28 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

peraturan perundangan-undangan) 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentangan 

penetapan hukum) 

c. Siyasah Qadla‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Sya‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi 

danmoneter) 

e. Siyasah „Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan 

administrasinegara) 

f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah 

                                                      
25Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah Al- Syar‟iyat (Dar Al-Anshor: Qahirat, 

1997), 5.  
26Ibid., 67. 
27Hasby Ash Shaddieqy, Pengantar Siyasah Syar‟Iyyah (Yogyakarta: 

Madah, 1994), 28. 
28Djazuli, Fiqh Siyasah, 30.  
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(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional) 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan 

undang-undang) 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan) 

Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh siyasah dibagi 

menjadi empat bagianyakni: 

a. Siyasah Dusturiyyah(Perundang-undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (Keuangan Negara) 

c. Siyasah Dauliyyah (Hubungan LuarNegeri) 

d. Siyasah Harbiyyah(Peperangan) 

Fiqh siyasah,  konstitusi disebut juga dengan 

“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya 

adalah “seseorang yang memiliki otoritas,  baik dalam bidang 

politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya,  

kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 

(pemukaagama) Zoroaster (Majusi).
 29

 

 Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa 

Arab,  kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas,  

dasar,  atau pembinaan. Menurut istilah,  dustur berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja 

sama antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah 

Negara,  baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar 

suatu Negara.
30

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf,  prinsip-prinsip yang 

diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 

adalah jaminan atas hak asasi manusia,  setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 

                                                      
29Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-

Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-

Alamiyyah, 2006), 4. 
30Djazuli, Fiqh Siyasah, 177-178.  
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hukum,  tanpa membeda-bedakan stratafikasi social,  

kekayaan,  pendidikan,  dan agama. 

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam 

fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di 

satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang 

lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu,  di 

dalam fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 

ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia 

memenuhi kebutuhannya.
31

 

Fiqh Siyasah Dusturiyah dibidang siyasah tasyri‟iyah 

(legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan 

pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum 

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT 

dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang 

akan melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus 

sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam
32

. 

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang Siyasah 

Dusturiyyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal 

balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lembaga-lembaga 

yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas,  kemuadian 

diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan 

dalam persoalan kenegaraan. 

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang Siyasa 

Dusturiyyah menyangkut persoalan; 1) imamah,  hak dan 

kewajiban,  2) rakyat,  hak dan kewajiban,  3) bai‟at,  4) 

waliyu al‟ahdi,  5) perwakilan,  6) ahlul halli wa al-aqdi,  7) 

                                                      
31Ibid., 47. 

 32 Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, “Analisis Fiqh Siyasah 

Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam 

Hukum Positif Di Indonesia,” AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 

(2021): 64–84, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955. 
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wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang 

berpendapat bahwa bidangkajian Siyasah Dusturiyyah 

meliputi: 1) konstitusi,  2) legislasi,  3) ummah,  4) shura atau 

demokrasi.
33

 

Kekuasaan (sultah) dalam konsep Negara Islam,  

oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian,  

yaitu:
34

 

a. Lembaga legislatif (sultah tasyri‟iyyah),  lembaga ini 

adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan 

untuk membuat undang-undang. 

b. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah),  lembaga ini 

adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan 

undang-undang. 

c. Lembaga yudikatif (sultahqadha‟iyyah),  lembaga ini 

adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan 

kehakiman. 

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah 

untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan 

permusuhan,  pidana dan penganiayaan,  mengambil hak dari 

orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak,  

melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya,  

mengawasi harta wakaf dan lainnya. 

 

3. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian Fiqh siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar 

sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu 

mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-

prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di 

dalam Al-Qur‟an dan yang dijelaskan sunnah Nabi,  baik 

                                                      
33Imam Amrusi Jalani, Hukun Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 

2011), 25–27. 

34 Ibid., 29. 
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mengenai akidah,  ibadah,  akhlak,  muamalah maupun 

berbagai macam hubungan yang lain.
35

 

Di dalam perkembangannya,  lembaga peradilan 

dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut 

jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut 

meliputi Wilayah al-Qada‟,  Wilayah al-Mazalim,  dan 

Wilayah al-Hisbah.Wilayah al-Qada‟ adalah lembaga 

peradilan untuk memutuskan perkara-perkaraawam sesama 

warganya,  baik perkara perdata maupun pidana. 

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah 

wewenang untukmenjalankan amar ma‟ruf  ketika yang 

ma‟ruf mulai ditinggalkan orang,  dan mencegah yang munkar 

ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-Hisbah 

adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani 

persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari 

Wilayah al-Qada‟. Wewenang Wilayah al-Hisbah 

menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah 

segalabentuk kemunkaran,  dengan tujuan mendapatkan 

pahala dan ridho Allah SWT. 

Adapun Wilayah al-Mazalim merupakan kekuasaan 

pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara,  

meliputi para khalifah,  gubernur,  dan aparat pemerintah 

lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.
36

Wilayah al-

Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak 

rakyat dari perbuatanzalim para penguasa,  pejabat dan 

keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah 

diambil oleh mereka,  dan untuk menyelesaikan persengketaan 

antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan 

penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran 

pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling 

rendaJika dihubungkan dengan masa sekarang,  wewenang ini 

dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan 

suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia,  wewenang 

                                                      
35Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan 

Sunnah, Alih Bahasa Kathun Suhadi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 46-47.  
36Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 113. 
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yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik 

persamaan dengan apa yang pernah diterapkan Wilayah al-

Mazalim pada masa lalu. Karena bagaimanapun,  kezaliman 

pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan 

kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.
37

 

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama 

serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara 

pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.
38

 Suatu  

pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan 

rakyat,  kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting. 

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam 

suatu negara,  hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat 

menentukan tujuan suatu negara. Dalamsuatu negara Islam 

dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau 

kebijakan dari pemimpin negara tersebut. 

قِيْبًا   ءٍ رَّ ُ علَٰى كُِّ شََْ  (25: 99/الاحزاب)  ࣖوَكََنَ الّلّى

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-

Ahzaab: 52) 

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat,  salah seorang 

dari mereka  pasti  ada  yang  cenderung  menyimpang dari 

kebenaran,  atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu,  Islam 

menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan 

pelaksanaan hokum dan syariat. Pengawasan merupakan 

tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan 

masyarakat,  baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal. 

Namun demikian,  Islam belum merumuskan kaidah 

pengawasan yang baku dan detil serta bentuk–bentuk 

pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan 

setiap individu Siyāsah dusturiyāh tidak hanya menjelaskan 

tentang pemerintah,  tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang 

                                                      
37Ibid., 114. 
38Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik Judulasli Introduction to 

Political Science, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 45. 
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selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa 

sekarang,  kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih 

pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah 

yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara. 

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy,  Allah SWT 

mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. 

Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat 

manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk 

menjadi khalifah,  dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi 

di atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan 

sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata,  dimana 

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi 

dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan,  yang 

menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam 

dalam ciptaan Allah SWT.
39

 

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam 

merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal 

ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang 

bertanggung jawab terhadap rakyatnya,  seluruh kaum Muslimin 

antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling 

membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat 

mutlak,  tidak di batasi oleh apapun.
40

 Hal ini diungkapkan oleh 

Rasulullah saw,  dalam hadits yang berbunyi: 

رَ عَنِ امنَّبِِّ  َ  -عَنِ ابْنِ عََُ ُ علَيَْوِ وَسَلََّّ َّوُ قاَلَ  -صَلَّٰ اللَّّ أَٔلََ كُُُّكُُْ رَاعٍ » أَٔه

ى علََٰ امنَّاسِ رَ  ِ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ فاَلأَٔمِيُر الََّّ ئُولٌ عَنْ وَكُُُّكُُْ مَس ْ اعٍ وَىُوَ مَس ْ

ئُولٌ عَنُْْمْ وَاممَْرْأَٔةُ رَاعِيَةٌ علََٰ  جُلُ رَاعٍ علََٰ أَٔىْلِ بيَتِْوِ وَىُوَ مَس ْ رَعِيَّتِوِ وَامرَّ

دِهِ وَىُوَ  يِّ ئُولٌََ عَنُْْمْ وَامعَْبْدُ رَاعٍ علََٰ مَالِ س َ هِ وَهَِِ مَس ْ بيَتِْ بعَْلِياَ وَوَلََِ

ئُولٌ عَنْوُ أَٔ  ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ مَس ْ  لََ فكَُُُّكُُْ رَاعٍ وَكُُُّكُُْ مَس ْ
                                                      

39T. M Hasbi ash-Ashiddieqy, Pengantar Siyasah Syari‟iyah (Yogyakarta: 

Madah, t.tp, n.d.), 71.. 

 40 terj. Tarmana Ahmad Qasim Yusuf Qardhawi, Hadyu Al Islam, 

Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab (Bandung: Trigenda Karya, 

1996), 637–38. 
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“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesunggguhnya 

bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang 

adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin 

atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal 

rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas 

anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang 

dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga 

dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. 

Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara 

barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung 

jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas 

pertanggungjawabannya (HR. Muslim).
41

 

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia 

adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta 

pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak 

seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. 

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya,  al-Minhâj Syarh Sahîh 

Muslim bin al-Hujjâj,  bahwa pemimpin harus adil. Harus 

melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya. 

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan atau 

pengawalan konvoi motor gede oleh kepolisisan itu dapat terdiri 

dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan 

dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan,  kesesuaian 

antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas,   dan lain-

lain..Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab 

individu,  amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap 

individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya,  

dimana jabatan (pekerjaan) merupakan  bentuk amanah yang 

harus dijalankan. 

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap 

individu pegawai Muslim,  ia harus berhati- hati dan bertakwa 

dalam pekerjaannya,  selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi 

                                                      
41Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih Al-Bukhari, 

Kitab: Jum‟at Bab Salat Jumat Di Desa Dan Kota, Nomor Hadis : 844 (Baerut: Dar 

as -S a‟bu, n.d.), 139. 
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orang lain,  dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi 

segala aktivitasnya. 

Pengawasan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam 

dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus.
42

 Untuk dapat 

benar-benar merealisir tujuan utama tersebut,  maka pengawasan 

pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi yang telah dikeluarkan,  dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan 

tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada 

waktu itu ataupun waktu-waktu  yang akan datang. Muraqabah 

(pengawasan),  mempunyai dua aspek: pertama,  merasabahwa 

Allah senantiasa mengawasi,  sebagaimana Allah berfirman:  

ُّبَكَ فِِ  ىكَ حِيَْْ ثقَُوْمُ وَثقََل يْ يرَى ِ حِيِْْ ۙ الََّّ ْ علََٰ امعَْزيِْزِ امرَّ وَثوََكَّ

جِدِيْنَ ) امشعراۤء/  (509-502: 51امسّى

“Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu berdiri (untuk 

sembahyang). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu 

diantara orang-orang yang sujud.”  (QS Asy-Syu‟araa:  217-

219) 

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa 

mengawasimu,  sebagaimana firman Allah: “muslim untuk 

menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman,  kondisi 

sosial atau manajmemen yang terdapat dalam masyarakat atau 

organisasi.” 

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyrakat Islam 

bersumber dari Aqidah Islam,  yang pelaksanaannya dijalankan 

secara operasional lewat petunjuk syariat Islam. Maka dari sini 

dapat dipahami bahwa sistem pengawasan dan pengawalan pun 

harus bersumber dari sistem tersebut,  dengan terlebih dahulu 

dirumuskan dalam bentuk syariat Islam. Hal ini tidak berarti,  

bahwa setiap individu Islam mutlak bersikap pasif dan tidak 

                                                      
42A Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam 

Rambu-Rambu Syari‟ah (Bandung: Prenada Media, 2003), 277–79. 
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berusaha memahami sistem tersebut,  maka setiap individu dan 

kelompok-kelompok tertentu dalam Islam,  dapat 

mengembangkan konsep-konsep yang cocok dengan bidang 

kehidupannya,  dengan tetap berada pada Aqidah Tauhid. 

 

B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Surat 

Keputusan Bersama 3 Mentri 

1. Dasar Hukum Pertimbanngan MA membatalkan 3 Surat 

Keputusan Bersama menteri 

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) 

memerintahkan pemerintah mencabut Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  

Menteri Dalam Negeri,  serta Menteri Agama tentang 

Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik,  

Pendidik,  dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah 

yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

Perkara Nomor 17 P/HUM/2021 itu diketok pada 3 

Mei 2021. Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan 

anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Berikut ini amar 

putusan yang disampaikan juru bicara MA,  Andi Samsan 

Nganro,  Jumat (7/5/2021),  mengadili: 

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari 

pemohon: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 

(LKAAM) Sumatera Barat tersebut; 

2. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia,  Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik 

Indonesia,  Nomor 02/KB/2021,  Nomor 025-199 Tahun 

2021,  Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan 

Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik,  

Pendidik,  dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan 

Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,  tanggal 3 

Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi,  yaitu Pasal 10,  Pasal 11,  dan 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah,  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak,  Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan,  Pasal 1 angka 1 dan angka 2,  Pasal 3,  dan 

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  dan 

karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

3. Memerintahkan kepada Termohon I,  Termohon II,  dan 

Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama 

Republik Indonesia,  Nomor 02/KB/2021,  Nomor 025-199 

Tahun 2021,  Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan 

Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik,  

Pendidik,  dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan 

Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,  tanggal 3 

Februari 2021; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung 

Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini 

dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara; 

5. Menghukum Termohon I,  Termohon II,  dan Termohon III 

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000, 00 

(satu juta rupiah). 

Surat Keputusan Bersama tersebut dikeluarkan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim,  Menteri Dalam 

Negeri Tito Karnavian,  dan Menteri Agama Yaqut Cholil 

Qoumas pada Februari lalu. Pokok isinya melarang pemerintah 

daerah dan instansi di bawahnya mengeluarkan peraturan 

maupun imbauan yang mewajibkan ataupun melarang 
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penggunaan atribut agama pada seragam sekolah negeri. 

Provinsi Aceh dikecualikan dari aturan tersebut.
43

 

Seperti tertuang dalam naskah putusan gugatan uji 

materi Surat Keputusan Bersama dengan nomor perkara 17 

P/HUM/2021,  hakim yang menyidangkan gugatan uji materi 

terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut adalah Yulius,  

Sudaryono,  dan Irfan Fachrudi. Sementara,  gugatan 

dilayangkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 

(LKAAM) Sumatra Barat. 

Salah satu yang menurut hakim MA dilanggar Surat 

Keputusan Bersama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal yang dilanggar 

adalah Pasal 10,  Pasal 11,  dan Pasal 12. 

Pasal-pasal tersebut mengatur soal pembagian 

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam 

Pasal 10,  diatur bahwa "urusan pemerintah absolut" yang 

merupakan kewenangan pusat adalah politik luar negeri,  

pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter dan fiskal nasional,  

serta agama.
44

 

Sementara,  Pasal 11 mengatur "urusan pemerintahan 

konkuren" yang menjadi kewenangan daerah. Pada Pasal 12,  

disebut bahwa pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan tata 

ruang; perumahan rakyat dan permukiman; ketenteraman,  

ketertiban umum,  dan perlindungan masyarakat; serta sosial,  

merupakan wewenang wajib pemerintah daerah. 

Selain itu,  hakim MA juga menilai Surat Keputusan 

Bersama Tiga Menteri bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur bahwa "Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,  

termasuk anak yang masih dalam kandungan." Agaknya hal ini 

                                                      
43 Nganro, Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, 

Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022. 
44 Ranti Fauza Mayana, Pemerintah Absolut, Cet Ke 1 (Jakarta: PT 

Grasindo, 2004), 32. 
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terkait Surat Keputusan Bersama yang mengisyaratkan bahwa 

pelajar bebas memilih pakaian yang mereka kenakan.
45

 

Kemudian,  Surat Keputusan Bersama juga dianggap 

bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut berbunyi 

"Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah 

pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup 

tahapan perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan 

atau penetapan,  dan pengundangan. Sementara Pasal 1 angka 2 

mengatur "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam Peraturan Perundang-undangan." 

Tak hanya itu,  Surat Keputusan Bersama juga dinilai 

bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 2,  Pasal 3,  dan 

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional,  disebut bahwa pendidikan adalah upaya 

membentuk peserta didik agar "memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  

akhlak mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya,  

masyarakat,  bangsa dan negara."
46

 

Sementara,  pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,  pendidikan 

nasional juga harus berakar pada "nilai-nilai agama" dan 

kebudayaan nasional serta tuntutan zaman. 

Hal tersebut ditekankan dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

menyembangkan potensi peserta didik menjadi "manusia yang 

                                                      
45Nganro, Surat Keputusan Bersama Menteri Soal Seragam-Sekolah, 

Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2022. 
46Ibid. 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  

berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab." 

Sedangkan,  poin pertama pada Pasal 12 Ayat (1) huruf 

a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional salah satunya mengatur bahwa setiap 

peserta didik berhak "mendapatkan pendidikan agama sesuai 

dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama." 

Pertentangan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 

Tentang Seragam Sekolah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ini 

menguatkan argumen sejumlah pihak yang melayangkan kritik 

terhadap Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri seperti Majelis 

Ulama Indonesia dan PP Muhammadiyah. Imbauan dan aturan 

pengenaan atribut agama mereka pandang sebagai upaya 

mendidik generasi bangsa sesuai kaidah-kaidah di Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

Atas pertimbangan tersebut,  hakim Mahkamah Agung 

memutuskan membatalkan Surat Keputusan Bersama Tiga 

Menteri tentang Seragam Sekolah. "Harus dibatalkan sehingga 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, " bunyi petikan 

salinan putusan yang diperoleh dari Juru Bicara MA Andi 

Samsan Nganro.
47

 

 

2. Ruang Lingkup Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 

Menteri oleh MA 

Mahkamah Agung (MA) membatalkan pemberlakuan 

Surat Keputusan Bersama atau Surat Keputusan Bersama 3 

Menteri soal seragam sekolah. Surat Keputusan Bersama ini 

sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri 

                                                      
   47Ibid. 
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(Kemendagri),  Kementerian Pendidikan,  dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) dan Kemenag pada 3 Februari 2021.
48

 

Permohonan keberatan kemudian diajukan Lembaga 

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera 

Barat kepada MA. 

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil 

dari Pemohon Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 

(LKAAM) Sumatera Barat, demikian petikan amar putusan 

yang diperoleh Tempo dari Juru Bicara MA,  Andi Samsan 

Nganro,  Sabtu,  8 Mei 2021. 

Dalam amar putusan Perkara Nomor 17 

P/HUM/2021,  MA menyatakan Surat Keputusan Bersama 3 

Menteri tentang Seragam Sekolah ini bertentangan dengan 

sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Di antaranya Pasal 10,  Pasal 11,  dan Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah,  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak,  Pasal 1 angka 1 dan 2 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan,  Pasal 1 angka 1 dan angka 2,  

Pasal 3,  dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
49

 

Dengan demikian,  Keputusan Bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama 

Republik Indonesia,  Nomor 02/KB/2021,  Nomor 025-199 

Tahun 2021,  Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan 

Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik,  Pendidik,  

dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang 

Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan 
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49Andi Samsan Nganro, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Seragam 

Sekolah, Diakses 07 Oktober 2022.  
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Dasar dan Menengah,  tanggal 3 Februari 2021,  dinyatakan 

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
50

 

Memerintahkan kepada Termohon I,  Termohon II,  

dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri 

Agama Republik Indonesia,  Nomor 02/KB/2021,  Nomor 

025-199 Tahun 2021,  Nomor 219 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik,  

Pendidik,  dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah 

yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah,  tanggal 3 Februari 2021, " 

demikian bunyi poin ketiga amar putusan soal Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri ini.
51

 

 

3. Tujuan Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 

oleh MA 

Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 menteri ini 

karena aturan ini dinilai sudah tepat,  sebab peserta didik yang 

bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku 

maupun agama yang berbeda. Menurutnya,  sekolah tidak bisa 

mengatur penggunaan seragam sekolah berdasarkan agama 

tertentu. 

Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat 

keputusan bersama (SKB) Mendikbud,  Menag,  dan 

Mendagri terkait seragam sekolah untuk dicabut. Komisi X 

DPR RI mengingatkan agar keputusan ini jangan sampai 

dijadikan euforia pemerintah daerah untuk membuat kebijakan 

yang tidak toleran.
52

 

Awalnya,  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda 

menghargai keputusan MA terkait pencabutan Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri soal seragam sekolah. Dia pun 

                                                      
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52Ibid. 
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meminta ketiga Kementerian bisa segera mencabut Surat 

Keputusan Bersama tersebut. 

"Kita hargai kita hormati keputusan MA yang 

mencabut Surat Keputusan Bersama Mendikbud,  Menag,  dan 

Mendagri,  itu kita hormati sebagai keputusan dan untuk 

selanjutnya kita minta Surat Keputusan Bersama 3 Menteri itu 

secepatnya ditembuskan ke 3 Kementerian,  3 kementerian 

supaya secepatnya bisa konsolidasi, " kata Syaiful,  saat 

dihubungi,  Jumat (7/5/2021).
53

 

Syaiful lalu menjelaskan,  sebetulnya Surat Keputusan 

Bersama 3 Menteri itu dibuat untuk menjaga keragaman dan 

mempertahankan kebangsaan di lingkungan sekolah sehingga 

tidak terjadi ruang diskriminasi di sekolah terhadap siswa dan 

siswi. 

Saat yang sama kita perlu hargai motivasi,  terkait 

lahirnya Surat Keputusan Bersama 3 menteri yang 

semangatnya sebetulnya ingin keragaman,  ingin menjaga 

suasana mempertahankan kebangsaan kita,  terutama di dunia 

pendidikan supaya tidak terjadi ruang diskriminasi karena 

kadang sekolah atau Pemda mengambil kebijakan yang agak 

tidak menghargai ruang keragaman dan toleransi itu, " 

ucapnya.
54

 

Syaiful lantas menyinggung keputusan MA agar Surat 

Keputusan Bersama 3 Menteri dicabut,  yakni Undang-

Undang Nomor 23 soal kewenangan sekolah berada di tangan 

pemda. Atas dasar itulah,  dia pun mengingatkan agar pemda 

tidak menjadikan keputusan MA tersebut sebagai euforia 

untuk membuat kebijakan intoleran. 

Karena itu,  kita imbau kepada pemda masing-masing 

untuk menjadikan sekolah sebagai area zona yang anti 

diskriminasi khususnya terkait penggunaan dan pemakaian 

                                                      
53 Syaiful, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, 

Diakses 07 Oktober 2022, n.d., http://yrepublika.com/?p824h . 
54Andi Samsan Nganro, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Soal Seragam 

Sekolah, Diakses 07 Oktober 2022, n.d., 
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seragam sekolah anak kita. Karena memang mereka yang 

punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 

23 soal Pemda. Jadi kejadian ini jangan sampai menjadi 

euforia malah Pemda berlomba lomba keluarkan kebijakan 

yang malah kontradiktif bagi penjagaan kita terhadap 

keragaman yang ada di Indonesia, " jelasnya.
55

 

Kemudian Syaiful mendorong agar ke depannya 

Kemendagri bisa memberikan surat edaran kepada para kepala 

daerah agar tidak menggunakan kewenangannya terkait 

seragam sekolah untuk menodai keberagaman. Bahkan 

Syaiful menyebut Kemendagri juga berwenang untuk 

mengevaluasi setiap perda-perda yang kontradiktif dengan 

tujuan keragaman tersebut.
56

 

"Saya kira ke depannya saya nggak tahu solusi 

operasional seperti apa,  mungkin Kemendagri bisa buat surat 

edaran yang sifatnya Pemda tidak boleh menggunakan 

kewenangan untuk menodai keberagaman terkait peraturan 

seragam sekolah, " tuturnya. 

"Kita sudah sepakat meletakkan lembaga pendidikan 

sebagai ruang mengajari anak soal toleransi,  keberagaman,  

kebersamaan,  dan penghargaan terhadap kebersamaan. 

Sampai nanti duduk bersama lah kira-kira begitu,  difasilitasi 

Kemendagri supaya kira-kira ketika ada kebijakan yang 

sifatnya diskriminatif yang dikeluarkan Pemda itu bisa 

dievaluasi dan digugurkan oleh Kemendagri,  sebagaimana 

perda,  Kemendagri itu ada kewenangan bisa evaluasi, " 

lanjutnya.
57
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